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Memimbang

Mengingét S

BUPATI MAMUJU

PRO I NSI SULAWESI BARAT

| ‘ .
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR ¢ 3 TAHUN 2020

[

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA | DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAMLIJU,

bahwa ulrlltuk melaksanakan ketentua Pasal 31 ayat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun |
2018 1%|entang Pengelolaan  Keuangan Desa,
dlperlukan Pedoman Penyusunan APB Desa;

bahwa Aqggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib
dilaksanakan penatausahaan dan disusun dengan
baik seca%'a sistematis mulai dari tahap perencanaan;

| .
‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. -
_ dnnaksu dalam huruf a dan huruf b, perlu .-

meneta,pkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

. .l ~
Tahun -Anggaran 2020

. Unda.ng—Undang Nomor 29 Tahun 1959 teniang .

Pembentikan Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembara:Tn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 -

Nomor 7’!4, -Tammbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahalm Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4‘|422),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

B (Lembaraln Negarz: Republik Indonesia Ta.hun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); '

'
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Undang-tndang Nomor 23 Tahun 2014 'tentang.
Pemeﬁntahan Daerahh {Lembaran Negara Republk
Indonesml Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

"Negara R'epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dlutbah beberapa kali terakhir dengan Undang-

~ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

o

Atas Um}ang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemennta.han Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesua.| Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);

Peraniran Pemerintoh Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. . -~

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia _Tahun 2014 Nomor 123;. .-

Tambahé.n Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nomor 55.59) sebagaimana telah diubah beberapakali . :
terakhir | dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 . -

Tahun |2019 tentang Perubahan Keduz Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang.

Pera.tl.iratlw Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa .(Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tamba.hal!.n Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 632 1);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber

. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaraim Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor liba Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapakah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 iTahun 2016 terttang Perubahan Kedua atas

. ‘Peratu: ‘an Pemerintah Nomar 60 Tahun 2014 tenian g .

Dana IDesa Yang Bersumber Dari Anggaran’
Pendapat_an Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57
Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia
Normor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun . 2015
Nomor - 2036] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang.

Pembenty 1ltr-m Produk Hukum Daerah (Rerita Negara

- Republik

iIndonesm Tahun 2018 Nomor 157)




4

)t e g ~pepe g et e e m wms

D

Menetapkan. :

1.

s »

10.
11,

12.

- 13.

14.

15.

3

Peratural Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun_
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

_ Pemenntah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 6);

Peratu Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara

. Republik!!lndonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peratura{:l Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tzhun
2016 tentang Kewenangaen Desa (Berita Negara
Republik! Indonesia Tahun 2016 Numer 1087);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun .
2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara
RepublikiIndonesia Tahun 2016 Nomor 1099); '

Peraturan Menteri Dalarmn Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tenta_ng Administrasi Pemenntahan Desa
(Berita - Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1 1‘00);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 225 /PMK.07/2017, tentang Perubahan kedua
atas Pleraturan Menteri Keuangan Nomor

.. 50/ PMK.P7/ 2017, tentang Pengelolaan Transper Ke

Arnarnls Ar TNava 1 dvaan:
acicadi Wolai wreidicl wrc G\.’

Peratura.rll Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tenltang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};

Peratura.n Menteri Desa, Pembangunan Daera.h
Tertmggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang ltl"r“lorltas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Bepta Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 10|12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN | BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNA.N ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

|
|
| Pasal 1

Dalam Peraturan Bupad ini yang cuma.lcsua dengan:

Pemerintah Daerah adalsLh Pemerintah Kabupaten Mamu]u

Bupaj:l adalah Bupati MaLmuJu
|
|
:
1
‘.
I
I
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Desa: adala.h kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang herwenano untuk Imen gatur dan mengurus urusan pemerintanan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal ususl dan/atau hak tradisiorial yang diakui dan dihormati

da.lam sisitim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernenntahan Desa. adalah penyelengparaan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyaraka}t setempat dalam sistern pemerintahan Negara.
Kesatuan Repubhk Indonesia.

. - Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelen‘ggara Pemerintahan Desa.

: Badan Pennusyawaratzarn Desa atau yang disebut dengan nama, lain
‘adalah * lenibaga yaig melakeanaka,n fungsi pemerintahan yang
. angpotanya merupa.kan wakil dari penduduk Desa bérdasarkan

keterwakilan wilayah daJ!n ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawarml;ah Desa yang selanjutnya _disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupa.kah wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah daln ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa dan | Peraturan Kepala Desa adalah Peruturan e

Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah ...

dibahas dan dlsepakan' bersama oleh BPD dangan Berpedoman pada g

Perqturan Perundang—undangan diatasnya..

" Keuangan Desa adalah| semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubunga.n dengan pelaksanaa.n hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksqnaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuanga.n tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas

"dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang dltetapkan '

dengan Peraturan Desa. |

Dana Desa adalah danla yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

~dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan.
digunakan untuk 1membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembanéunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat

Alokasi Dana Desa, Iselanjutnya disingkat ADD, adalah dana

perimbangan yang dlterlma Kabupaten dalam Anggaran Pendapsatan

dan Belanja Daerah Kabupaten setelah - dﬂ'urar g1 Da.na Alokasi
Khusus.

!
|
|
I
|
|
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. Desa.

18.

19.

20.

" tahun Rekening pada Bink yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa [adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemermt@ an Desa var ]cr menamping seluruh npﬂmmagm_ Deaa dan
digunakan untuk memb]ayar seli:ruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)

Penerimaan Desa adala.}n| Uang yang masuk melalui rekening kas Desa.

kas Tanan
L g L i [ B

P T WO Yy L

4i c.uga;ua.ran Desa adalah Ua.ns Yarig scilial ari 18;{!:11.1.1"3

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran -‘yang menJadl hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh

Belanja Desa adardh s=mua pengeluaran yang merupakan kewjiban
Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterma kembali
oleh Desa,

Pembiayaan adalah se:rfnua penerimaan: yang periu dibayar kembail

‘dan/atau pengeluaran yang akan diteritna kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersanélmﬁn maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. | ' |
Pemegang Kekuasaan J?engelolaan Keuangan Desa, ya{:rig selanjutnya
disingkat PKPKD, adalaLh Kepala Desa atau sebutan lain yang karena

' . jabatannya memp’unya.L kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

a1,

22,

23.

24.

25,

26.

pengelolaan Keuangan I)esa

Pelaksana Pengelolaan IKeua.ngan Desa yang selanjutnya di mngkat

PPKD adalah rerangkat Desa yang melaksanakan pengeiclaan
Keuangan Desa berdasa.rkan Keputusan Kepala Desa yang

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa ada.lah Perangkat Desa yang bekedudukan sebagai

unsur FPimpinan aekre}:anat Desa yang menjaiankan tugas seoagm L
" koordinator PPKD. |

Kepala Urusan, yang sela.njutnya di sebut Kaur, adalah Perangkat Desa

. yang berkedudukan sebagm untsur staf Sekretriat Desa yang
‘menjalankan tugas PPKD

Kepala, Seksi yang selan'utnya disebut Kasi, adalah Perangkat' Desa
yang berkedudukan sebagal Pelaksuna Teknis yang menjalankan. tugas.
PPKD. .

Kepala ‘Urusan Keuang'an yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan,

adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai umsur stal

Sekretariat Desa yang menJalankan tugas Kebendaharaan.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Bada:cr_-.-
Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modainya dimiliki oleh _:.7 -

- usaha lamnya untuk

" Dana Cada.ngan adalah
yang memeriukan Danal

Desa mielalui penyertaa!n secara langsung yang berasal dari kekayazan.
Desa yang di pisahkan guna melngelolah Aset, Jasa pelayanan,. dan

Desa,-

(satu) tahun anggaran.

sebesa.r—besarnya kesejahteraan masyarakat .
. e B i -
Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1

|

| l ‘ !



L1}

T T
i

28.
29.

30.

31.

32.

34.

35,

36.

37.

dengan belanja desa.

33,

. Barang/Jasa.

6
Suz'pius Anggaran Desa adalah selisih lebih antars pendapataﬁ desa

Defisit Anggaran _Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa
dengan belanja desa.

Sisa Lebih. Perhltungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adaiah selisih lebih reahsam penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode. anggaran -

‘Pengadaan Barang/Jas]a Desa yang selanjutnya disebut pengadaan

barang/jasa, adaah keglatan untuk memperocleh barang/jasa olah

. Pemeriniah Desa, uaik (.llld.kLleIl melaiul swakelold dan/aiau pcnyed.ld.
barang/jasa. I

Penyedia barang/jasa é.-da.lah badan usaha atau perorangan yang
menyediakan barang / ja’sa

Swakelola adalah keglatan pengadaan barang/jasa dimana

pekerjaannya dlrencanaka.n dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh -

tim pengelola kegiata.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah
Dokumen pengajuan I untuk mendanai kegiatan

- Desa (LPPD) selama 1

Laporan Kepala Desa a
Pengelolaan APB Desa

(satu) tahun oleh kepala desa kpada bupati

dalah proses pelaporan pelaksanaan kegiatan
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

8.

mrelalui Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa.

| . .
Administrsi Keuangan aldalah. kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai pengelolaan | keuangan desa pada Buku Administrasi
Keuangan.

Administrasi Pembangﬁhan adalah kegiatan pencatatan data dan

.informasi pelaksanaan pembanguna.n dan pemberdayaan masyarakat

pada Buku Administrasi IPembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disingkat RPJMDesa adaljah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu)
periode pemcrintahan xepala desg,. yaitu 6 (enamj tahun

. Rencana Kerja Pembangunan Desa Yang selanjutnya disingkat RKP-

Desa adalah hasil musya'iwarah masyarakat desa tentang program dan
keglatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 {satu) tahun.

. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang begerak

dan barang tidak bergerak

. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai

petunjuk dan are*lh
perencanaan,penyusunan,

bagi pemerintah desa dalam
pembahasan dan pelaksanaan APB Desa

. Hari adalah hari kerja. !

Pengadaan . ’
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S - . Pasal 2

(1) Materi muatan penyusunaj.ll APB Desa Tahun Anggaran 20?0 meliputi:
a. Sinkronisasi kebija.kariil perintah Daerah kabupaten dengan
kewenangan desa dan Fﬁ.KP Desa;

- b. Prinsip penyusunan APEli| Desa;
c¢. Kebijakan Penyusunan APB Desa;

J -1 d. Teknis penyusunan APBi‘Des'a;
I! ' e. Teknis evaluasi Rancangan APB Desa; dan
| f. Hal khusus lainnya.

i

é . (2) Uraian Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Aggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
' merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturaa Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulail berlaku pada tanggal diundangkan.

© Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini de hgan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 0 mat®t—~ 2020
BUPATI MAMUJU,

Diundangkan di Mamuju '
21, 10 Mard 2020
DAERAH KABl'llPATEN MAMUJU,

.

H. SUAIB \ |
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR .. 4.
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\ LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
, NOMOR ...... TAHUN 2020 ,
TENTANG

,- PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

| TAHUN ANGGARAN 2020.

S

Ummlr PENYUSUNAN APB DESA
TAIIIUN ANGGARAN 2020

1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

- DERGAN, KEWENA.NG-AN{ DESA DAN REKPDesa. .
!
Dalam Rencana I\CLJrii chucluu.d.u Daerahh (RKPD) tahun 2020
d1_}e1askan bahwa RKPD tahun 2020 merupakan penjabaran tzhun ke ernpat
dari Rencana Pembangunan/Jangka Menengah Daerah [RPJMD) 2016-2021

dan juga merupakan kesmambungan upaya pembangunan yang terencana

hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

RKPD memuat ra.nca.ngan kerangka ekonomi daerah; program prioritas
pembangunan dareh, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

sebagaimana diatur dalam PeTraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017, tentang Tata Cara| Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembanguna.n Daerah, TatanCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang KRencana remna.nguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

" Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan

angka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebl_]a.xan pembangunan daerah sebagaimana yang
cantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021, maka
Tema Pembangunan Daeraly 'Pada Tahun 2020 yaitu: Peningkatan Dan
Pemerataan Infrastruktur |[Untuk Mendorong Pertummbuhan Ekonomi

] Daerah _

Berdasarkan tema pembiangunan tersebut maka dirumuskan bahwz
\rah Kebijakan tahun 2020 sébagai berikut:
. Pembangunan Pendidikan & Pembangunan Kesehatan

a. Peningkatan akses layanan Pendidikan.

b. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Pemringkatan kapasitas ; muda dan olahraga.
Peningkatan status kese!hqatanibu, anak serta giz ma'syaré,kat,

Penguatan p’ada upaya
Menular. :

[,

o

o o

pengendaiian penyakit menular dan tdak

=

| PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .°5.

Fai s

dan sistematis serta dilaksanakan oleh seluruh kompornen daerah dengan
. [memarnfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, . -
"efisien dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kwalitas



f.

g
k.

i

i.

c.
d.

2. l-’embangunan Pertanian ;

Fe e pe oop

o o op

h.

Penurunan PMKS |
_Penyaluran Rastra

::H.ro-?hsnstﬂp‘sn

9 .

Penmgkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.

- Peningkatan sarana penunjang pelayanan keschatan. |

Fleksibilitas pengelolaan keaanga.n melalui penetapan status BLUD
Rumah Sakit. .

Peningkatan kapasita.?- SDM Kesehatan.
|
I

Pemingkatan produkufl‘itas pertanian.

.. Pengembangan telmohg1 dalam pengolahan hasil pertamnian.

Peningkatan produkm tema.k.

. Peremajaan tanamian perkebunan dan hortikultura.

Pengembangan usahatani.

' Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.

Penmszkatan produksi tangkan dan budidaya perikanan.
Stabilitas ketahanan pangan

3. Peningkatan Infratruktur dan Pengembangan Wﬂayah

Peningkatan Jalan Prolvms1.

.. Pehjngkatan Status J allan Kabupaten Menjadi Jalan Provinsi.

Peningkatan Jalan Nasional.

. Peningkatan Infrastruktur Kota Dalam Mewujudkan Mamuju

Mappaccing.

Merningkatkan Pembmaan Dan Pengendalian Abrasi Pa.nta.l Serta
Daerah Irigasi Mendukung Ketahanan Pangan,

Peningkatan Konektivitas Antar - Kecamatan, Antar Desa Dan
Kepulauan.
Pertingkatan Infrastmktur Air Bersih, Samtas1, Lingkungan Dan

Bangunan Gedung D ucuo.ru Mewujudkan

- -

Uiiiversal Access

Peningkatan In.frastruktur Fasilitas Umum Dan Khusus Perumahan
Dan Permukiman Untdk Mengurangi Wilayah Kumuh

Peningkatan fasilitas Panmsata

4. Penningkatan Aesejahteraan dan Penangguliangan Kemiskinan

Pemningkatan akses usa.'l'la mikro dan kecil
Pengembangan keterampﬂan IKM

.. Pendampingan dan modal usaha IKM
* Perlindungan social

Pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

Bantuan modal usaha

5. Tata Kelola Pemerintahan |
a..
b

Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis IT (e-government)
Opﬁmaiisasi-dengembangan SDM aparatur pemerintah daerah
Peningkatan kualitas pelayanan public i
Peningkatan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah




. |penilaian terhadap kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, yang._ ot

s

10 | .
Sesuai tema dan pnoptas pembangunan tahun 2020, maka target

makro Pembangunan Daera.h Kabupten Mamuju adalah sebaga:l berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi | targetka.n tumbuh sekitar 9,7 %

2. Angka Kemiskinan 6,48 %

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 1,10 %
4. Indeks Pembangunan. Manusia 67,37 %
5'. ngkat Partisifasi Angkatan Kerja 77,00 %

Dan uraian tersebut diatas maka pembangunan yang akan
mlaksanakan Pemerintah Desa pada tahun 2020 harus terlabih dahulu

disingkronisasikan denonn pembanmr-ar' daerah kabupaten marmuju,

dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114
tahun 2014 Tentang. Pedo‘man Pembangunan' Desa , bahwa Prioritas, A
Program dan kegiatan Pembagunan di desa dirumuskan berdasarkan L

mehpu‘tl .

a. Pemngkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa.
b. Peningkatan kualitas dap|alrses terhadap pelayanan dasar,
c. Pemba.ngunan dan pemehharaan infrastruktur dan hngkungan
berdasarkan kemampuanl'telmm dan sumberdaya lokal yang tersedia.

e

d. Pengembangan ekonomi produktif berskala pertanian,

e. Pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi desa untuk mendukung
E terciptariya produk unggulan desa demi kemajuan ekonomi deésa.

f Pendayagunaan suz_nberd:aya alam, lingkungan hidup dan pariwisata

berskala dega, !

g. ‘Pelestarian kesenian,adat :istiadat dan sosial budaya desa.

h, Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban masyarakat desa.

i. Periingkatan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran

2020 dldasa:kan atas pnns1p sebagai berikut: ,

1.- Sesuai dengan keburuhan penyelengga:raan pemerintahan di desa
berdasarkan bidang dan kewenangannya.

2. Tepat waktu, sesuai denga.n tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang—unda.ngan

3. Tr ansparan, untuk meﬂuuallkaﬂ masyarakat mengetahid  dan
mendapatkan akses mfonna31 seluas-luasnya tentang A.PBDesa serta
dapat dzpertanggun.awabkan

4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat |

| S A




1. Pendapatan Desa

5. Memperhatikan asas kea

11
dilan dan kepatutan

~

6. Tidak bertentangan acugan kepentingan wmuin, per:
tingg:l dan peraturan daerah lainnya.

rain yang lebin

(3
_ _“s_____, _

. III. KEBIJAKAN PENYUSU'NZiAN APBDesa.

‘Kebijakan Penyusunan lAPBDesa perlu mendapat perhatian Pemerintah

Desa

mehgerifai pendapatan desa,

dalam perencanaan

Pendapatan desa yang
merupakan perkiraan yang
serta dasar hukum penen
penerimaan uang melalui rek

penvusunan APBDesa tahun anggaran 2020

_t!)elanja desa dan pembiayaan desa.

dianggarkan dalam APB Desa tahun 2020

terukur secara rasional dan memiliki kepastian

maannya Pendapatan desa meliputi semua
kening desa yang merupakan hak desa dalam 1

|(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
a. Pendx '

atan Asli Desn,

Pendapatan aslif |Desa adalah penenmaan Desa yang de'emleh
.atas usaha sendiri sebaga1 wujud pelaksanaan otonomi desa, baik
dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain hasil pendapatan asli
desa yang sah.
1. Hasil Usaha Desa.
Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonormiian
Desa ya.ng dikelola| dalam bentuk badan hukum atau secara

swakelola oleh yc:xuci‘luta.u acsa yaiig menimbulkan ycu.cxxu..l.a.m b&gl

desa Badan Usaha Mll]k Desa (BUM Desa)
. Hagil Perigelolaan K<kayaan Desa

Hasil Kekayaan| Desa adalah seluruh kekayaan desa yang
‘dilakukan secara swa.kelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan
penerimaan bagi pendapatan desa. Seperti tanah kas desa, pasar
desa, pasar hewan, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dlkelola
. - oleh desa, dan lain- lain kekayaan milik desa.

3.. Swada.ya dan Partisipasi serta Gotong royong Masyarakat

A Y, )
owadaya dan pcu I.lbl.pd.bl serta E,ULUuE, TOyOUIig uxaa_yma.n.a.t aqalah

-seluruh bentuk kontr1bus1 masyarakat desa, baik dalam bentuk
tenaga dan barang (yang dapat dinilai dengan uang), maupun dalam
bentuk uang yang mehimbulkan penerimaan. Seperti penyedia bahan
-baku lokal, partls1p|asi dan gotong royong masyarakat dalam -
membangun kantor désa.

4 Lain-lain Pendapatan|Asli Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah penenm:aan

. desa yang dlperoleh’ antara lain dari hasil pungutan desa dan
~ pendapatan bunga atas rekening kas desa. Sumber pendapatan
tersebut harus dltﬂtapkan dalam Peraturan Desa dan/atau

7 Keputusa.n Kepala Desa. .

»
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b. Transfer o i
. Dana Desa ( DD) - !
- ' Dana desa adalash dana yang bersumber dari anggaran -
- - pendapatan dan bela:n_]a negara yang diperuntukan bagi desa yang .-
ditransfer melalui - anggaran pendapatan dan belangja daerab .
kabupaten 'dan d;gunakan untuk membiayai penyelenggaraan @ -
; © pemerintahan, pelaksanaan - pembangunan, pembiriaan '
E kemasyarakatan da.nl vemberdayaan masyarakat. Dana desa
' ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian
Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Mamuju Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut
belum disahkan, m,aka besaran alokasi pendapatan dari dana desa
didasarkan pada pagu / alokasi tahun sebelumnya.

1. Bagian dari Hasil P?Ja.k Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.
Bagla_n dan hasil pa_]ak daerah kabupaten dan retribusi

. daerah adalan IIJ.t:I l.l.pd.Kd.Il salall salu sumber pendapatan desa.

o S yvang berasal dari |has11 vembagian pajak dan retribusi daerah -

. L .o *. . kabupeten yang d.tanggarkan berdasarkan' Peraturan Bupati® . -
tentang Penetapa.n Rincian- Bagi Hasil Pajak dan Retaribusi .

. Daerah kepada pemerintah desa di kabupaten mamuju tahun
anggaran 2020, Aﬂ-L.:\hﬂn Peraturan Bunati belum r11+n+nfﬂrn‘n males
penganggaran pendapatan dari baglan hasil pajak dan rembusu

- -daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya. ‘
2. Alokasi Dana Desa ( ADD)

' Alokasi nga Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah setelah d1kurang1 dana alokasi khusus, yang selanjutnya

-+ dialokasikan ke masmg—masmg desa, berdasarkan . Peraturan
: . - - Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
' -Kabupaten Mamuﬁu tahun 2020. Apabila Peraturan Bupati
" tersebut belum d1tetapka.n, maka penganggaran pendapatan dari

-Alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun
sebelumnya. : )

- 3. Bantuan Keuangan/, dan APBD Provinsi/ APBD Kabupaten.

_ Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBD kabupaten
. adalah bantuan keuanga.n dari pemerintah provinsi/kabupaten
kepada desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan
pemerintah desa da.lam melaksanakan program dan kegiatan.
° ' Bantuan keua.ngaru dimaksud dapat bersifat khusus dan bersifat
S ' - umum. Bantuan Keuangan tersebut dapat dianggarkan apabiia
-7 " sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dilakukan
' oleh pemerintah provm31 maupun pemerintah kabupaten mamuju.

Pendapatan Lain-Lain

U 'Jﬂ“ oy 3wy Ty o Nr\-n higat o1

1. Hibah dan sumban San y Yaiig Hdak mc"lsl.r{ t dari pusa.t{ xmhsa .l e

, Hibah danl sumbangan yang tidak mengikat dari pihak - .
ketiga adalah dania yang diterima oleh pemermtah desa berupa .. .
dana tunai. e
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" 2. Lain-lain pendapa‘rj n desa yang sah i

. Lain-lain pcnda“"ata“ dcsa yang sahn aua.lah y\,uda.yat.cux

- dari hasil kerjaj sama dengan pihak ketlga, dan bantuan
- perusahaan yang Dberlokasi didesa. Pendapatan lain-lain
dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak

Pemerintah Desa{dan pihak Pemberi, serta ditetapkan dalam
. - » Payim uran nnsu Han/atu_n T('nn'n'f'ﬂ oas I{ﬂﬂo]':) Taan
. .' b

4 Ard s Bter A AL, A nBLAy

2. Belanja Desa.

. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
desa dajamn 1 (satu) labun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembah oléh desa, yang diperuntukkan untuk mendanai.
K penyelenggaraan kewenangan Desa, yang terdiri dari: Kewenangan
berdasarkan hak asal usul) kéwenangan lokal berskala desa, Kewenangan
vang ditugaskan oleh Pemenntah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

{abupa..eq sesuai de'lga.n Aetcnt.ua..r..t pETa AatUTan pPEr u.uu.a.ng- l..l..u.da..uga..u.

Belanja desa yang dltetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan: l

1. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran
- belanja yang d.1tPtapkap dalam APBDesa, digunakan untuk

BPD;

2. Paling sedikit 70 % (tujuh -puluh persen) dari jumlah anggaran
belanja yang dltetapkan dalam APBDesa digunakan untuk

" mendanail peld.kbdnd.d.n penyelenggaraan pemerintanan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,
pemberdayaan rnasyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Keadaan mendesak Desa.

. A., Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

‘Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintah iDesa

: Penghasilan Tetap dan Tuniangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditentukan dengan memperhatlkan Jumlah ADD terkecil yang diterima Desa
Se-kabupaten Mamuju, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap ‘Kepala Desa maksimal sebesar Rp, 3.000.000,-

AT

PNS Setara dengan Pejabat Eseion iV.a;
2. Penghasﬂan Tetap Perangkat Desa maksimal adalah :

Desa yang berstatus PNS Setara dengan Pejabat Eselon IV, b;

b) Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Kepala Seksi Defembf
maksimal sebesar Rp. 2.050.000,- setiap bulannya;

c) Penghasilan Tetap Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun sebesar
.Rp. 1.000.000,-

"3..-Penyed_1aan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

o

' Penghasﬂan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan

setiap bulannya dan Tunjangan bagi Kepala Desa yang berstatus '

a) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS maksimal sebesar :
Rp. 2.3G0.000,- setlap bulannya dan Tunjangan bagi Sekertaris. .-
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4, Penyediaan Opérasional Pemerintah Desa

a} ATK _
_b) Honorarium PKPKD dan PPED
| ¢) Perlengkapan Perkantoran
- d) Pakaian Dinas/Atribut '
"~ e} Listrik /Telpon

- f) Insentif - Staf [Kantor Desa/OQperator desa menyesuaikan
Kemampuan kehangan masing-masing desa.

g Dbl :
5. Penyed1aan ’I‘un_]azlgan BPD maksimal adalah :
. a) Ketua BPD, sebelsar Rp. 900.000;-.
o b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 800.000,- [
" c) Sekretaris BPD %ebesar Rp. 700.000;-
d) Anggota BPD sebesar Rp. 700.000,-
. 6. Penyediaan Opera.ltuonal BPD
~ a}Rapatrapat . |
- D)ATK i
' ¢) Makan-Minum |
' . d) Perlengkapan Perkantoran '
. e) Pakaian Seragazﬁ

f} Perjalanan Dinas
_-g) Listrik/Telpon

h)Insentif Staf Sekretariat BPD maksimal Rp. 300.000,- setiap.

‘bulannya.
iy D

._ 7. Penyediaan Insentlf/ Operasmnal RT/ RW Insentif Ketua RT/RW- »

- Maksimal Rp. 200 000,- -/bulan

8. Lain lain Sub B1d='mg Penyelenggaraan Belanja Penghasﬂan Tetap,
" Tunjangan dan UperasmnaJ Pemerintahan Desa

a.Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1) Penyediaan (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemennta.han
2) Pemehharaan Gedung/Prasarana Karntor Desa

3) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana .

Kantor Desa

4) Lain lain. Keglatan Sub buzlat.n':r sarana dan prasarana
Pemerintahan Desa

b.Sub Bidang Aémlmstram Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearmpan

Pengantar/PPlayana.n KTP, Akta kelahiran, Ka_rtu Keluarga
Y . | .

.t

1) Pelayanan admuustram umum dan kependudukan( Surat ‘



15 . ;

2} Penyusunan/Pendataan/pemutakhiran Prof':ﬂ Desa (Profil
" kependudukan dan potensi desa)
'3) Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintaha desa

4) Penyuluhan | dan penyadaran masyarakat tentanyg
e kependudukan dan pencatatan sipil,

- ' | . 5) Pemetaan dan Analisis kemiskinan Desa secara Parnsrpasrf

6) Lain lain f(egl‘t&tan Sub bidang Administrasi kependudukan,,
pencatatan 31p11 statistik dan kearsipan :

" . ¢. Sub Bidang Tat.a. Praja Pemerintahan, perencanam, keuangan -
. dan pelaporan o
1) Penyelenggaraan Musyawarah Perenca.naan o
- Desa/ Pembahasan APB Desa

a. Musyawar%h Desa ,
b. Musrengb?:.ngdes /Pra-Musrebangdes

c. DIl { yang bersifat regulé.r) i
. 2) Penyelenggaraan Mﬁsyawarah Desa lainnya
o a 'Musyawarah Dusun
b. Rembug w.!arga
c. DIl { yang ?ersifat non-reguler sesuai kebutuhan.desa)'
3) Penyusunan Pokumen Perencanaan Desa _
- ..i.'.  a RJPMDes| S P
I “~." " b.RKPDes | : Y
| c. dii
4) Peényusunan Dokumen Desa
a. APBDes
" b APBDés Perubahan,
c. LPJ APBDLS dan
d. Seluruh Dl%)kumen Terkait

5) Pengelolaan |[Administrasi, Inventarisasi dan Penilaian Aset
Desa | ' o

6) Penyusunan Kebgaka.n Desa, antara lain
‘a. Perdes Penyusunan Perkades
b. dll (diluar 1:-encana bangunan /keuangan

- 7) Penyusunan| Laporan Kepala Desa/Penyelengggaraan "
_ Pemenntaha.}'l Desa, antara lain:

 a. Laporan A[khlr Tahun Anggaran
b. Laporan Akhir Masa Jabatan
c. Laporan Kltle"terangan Akhir Tahun Anggaran
- d. Informasi Kepada Masyarakat i

-8) Pengembangan Sistem Informasi Desa

9) Koordinasi Atau Kerja Sama Penvelenqgaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Desa, antara lain: |

1 ’ ) '- ‘ )
| AP ¥ EAE R
' .




16

a. Antar Desa

b. Antar Kccamatan :

c. Antar Kabhy |paten

TR
.

: d. Pihak Ketigh
@ ri‘ ' e e. dll ' | ) .
- 10) Dukungan |Pelaksanaan dan Sosialisasi PILKADES,

Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihar BPD { yang
menjadi Wewlenang desay

- 11) Penyelengga.raan Lomba Artar Kewilayahan dan Penglrnna.n

- - o s 171 Tnvmbhno A
Kentingen dalam mengikuti lomba desa

12) Lain-lain - kelglatan sub bidang tata praja pemerintahan,
Perenca.naan, Keuangan dan Pelaporan

d. Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah| Desa
2. Administrasi Pemtianahan Antara, Lain
. . - Pendaftaran TaJ:1ah

. . ' = Dan Pemberien iRegis&a%i Agends Pertanahan
. Fasilitasi Sertj'fikﬁisi Tanah untuk Masyarakat Miskin
. Mediasi Konflik Pertanahan '
. Penyulﬁhan Pertanahan |

A Ay 1 Dia A T ream
. Administrasi Pajak Bumi dan oangunan

G0 N W

: Penentuan Penegasan, Pembangunan Batas, Patok Tanah Desa
8. Lain-Lain Keglatym Sub Bidang Pertanahan
Bela:nJa Barang Jasa, antara lain :
1) Belanja Barang Perlengkapan
a. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
b. Belanja Perlen'gkapan Alat-alat Listrik
c Bp]nma Pprlpnknnnn Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan .. )

. Lta By & LA R A ey S A AR LEA o
-

Bahan KeberSIhan

d. Belanja Bahlm Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran :

|
e. Belanja Perlengkapan Cetak / Pengadaan Belanja Barang
Cetak dan Penggandaan

A ' f.. Belanja Perlerllgkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)-
' s Belanja Barang Konsumsi

g. Belanja Bahan/Material
" h. Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
i. Belanja Pakaia:.n Dinas/Seragam/ Atribut
j. Belanja Obat-obatan
k. Belanja ?up /Tkan, OEat cbatan Hewan
1. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
m. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
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1. Belanja Jasa Honorarium

’ a. DEld.ﬂjd[ asa Honorarium Tim yang, Melaksanakain
1 Keg1ata|n :

: b. Belanjal Jasa Honorarium Pembantu. Tugas Umum
{ Desa/ Operator

Belan3a| Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

. Belanja! Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Narasumber ‘f
Belarja Jasa Honorarium Petugas

f. Belanjall Jasa Honorarium Lainnya

. v
L

e e e e T AT
ey
™0 Ao

2. Belanj'é Peﬁdmm Dinas
a. Belamja| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

~ c. Belanja Kursus/Pelatihan:

3. Belanja Jasl,a Sewa

- a. BelanjaiJasa-Sewa Bangunan/Gediing/Ruang

b. Belanja|Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan .
C. BelanjaiJasa Sewa Sarana Mobilitas

d. Belan_la Jasa Sewa Laitmyva

4. Belanja Operasmnal Perkantoran
Belan_]alJasa Langganan Listrik
Belanja 'Jasa Langganan Air Bersih
Belanja' Langganan Majalah/Surat Kabar
BelanjaJasa Langganan Telepon '
BelanjaEJasa Internet o
Belanjal IJ asa Kurir/Pos/Giro

Belanjal |J asa Perpanjangan ljin/Pajak

@ oMo pe ogop

_ Belanja|0peras1onal Perkantoran Lainnya

5. Belanja Perneliharaan

BelanjaiPemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
Belan_iaiPerneliharaan Kendaraan Bermotor
Belanja! Pemeliharaan Peralatan
Belanja!Pemeliharaan Bangunan

Belanja! Pemeliharaan Jalanan
BelanjaiPemeliharaan Jembatan

Belanja; Pemcliharaan Ingas:[./ Saluran PV
Sungai/Embun/Air Bersih,Jaringan Air L
lebahLPersampahan, dn) . ,
|Pemel:ihza.raan Jaringan dan Instalasi ( Listrik,

kasi, dll) !

: I
i. Belanja|Pemeliharaan Lainnya

A

- h. Belanja
Telepon;




o -2. Belanja Barahg dan Jasa yang diserahkan kepada 'Masyarakfat :

!
a. Belanja Bahan Perlengkapai yang diseralikali }Itce Masyarakat

Belanja Bantug.n Mesin/Kendaraan Bermotor!/Peralatan yang
diserahkan kejmasyarakat

Belanja Bantuan Bantuan yang diserahlkan ke masyarakat

S S N

Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

Belanja Banm

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyaraka:t
‘Lainnya.

Bibit Tanaman/Hewan /Ikan

'I

3 Belanja Modal- Pengadaan Tanah

- a

b.

C.

d.

‘Belanja Modal

‘Belanja Modal!:

Belanja Modal

Belanja Modali |

Pembebas:m/ Pembelian Tanah
lPembayara.n Honorarium Tim Tanah

Pengukuran dan Pembuatan Sexi'tiﬁkat Tanah

‘Perjalanan Pengadaan Tanah

4 Belan_]a Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat

a.

[
.

U3

L

-BelanJa Modal

p*qarﬁsvp-pp"

Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal

Belanja Modal

Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja. Modal
Belanja

I
Pertanian/ Pnllanan/ Peternakan

Belanja Modal!
Belanja Modall
Belanja Modal!

!Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

'Peralatan Elektronik dan Alat Studio
:Peralatan Komputer
:Peralata_n Meubiler dan Aksesoris Ruangan
.Peralatan Dapur
IPeraJatan Alat Ukur
Peralatan Rambu-Rambu/Patok Tanah
Pera.latan Khusus Kesehatan

Modal Peralatan

Mesm
IPengadaan Alat-Alat Berat
Peralatan Mesin dan Alat-~ Berat Lainnya.

.5, Belama Modal Kendaraan

a.
b.

d.
e.

‘Belanja Modal
. Belanja ModalAn
‘Belanja Modal!

Belanja Modal

Belanja Modall

Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Kendaraan Darat Bermotor
Angkutan air bermotor

Angkutan Air tidak bermotor

Kendaraan Lainnya

6.Belanja Modal Gedl.lng, Bangunan dan Taman

Al
" b. Belanja Modal
c.

d. Belanja Modal

Belanija Modal

Belanja Modal

Honor Tim yang meldsanakan kegiatan
Unah Tenaga Kerja-

Bahan Baku i

Sewa Peralatan

oy



 7.Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan
a
b.

T C.
d.
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Belanja Modal 'Iunul Tia yang ieelaksanakan Kegiataul
Belanja Modal I.11::!ah Tenaga Kerja |
Belanja Modal | |Bahan Baku

Belanja Modal T:evva Peralatan

: '8 Belanja Modal Jem}laatan ;

a.

c.

d.

‘Belanja Modal {:-Ionor Tim yang melaksanakan Kegiatan
. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Moda.l Fahan Baku

-Belanja Modal Sewa Peralatan

'9 Belanja  Modal ‘ Irigasi/Embun/Air Sungai Drainase/Air
Limbah/ Persampalhan |

a.
b.

c.

d.

Belanja Modal Fonor Tim yang melaksanakan Kegiatan
‘Belanja Mcdal II.IJ'pah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

| 10.Belanja Modal Jarﬁngan/ Instalasi

a.
b.

e,

d.

Belanja Modal II-Ionor Tim yang melaksanakdn x(egmtan
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja, Mcdal }'Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

11.Belanja Modal Lalrlmya

a.

f R OoT

.

- 12.Belanja Tak Terduga

3. PEMBIAYAAN ‘

“‘Belanja Modz1 Hewan

Belanja Modal I|<husus Pendidikan dan Perpustakaan
Belanja Modal Ilghusus Olah Raga. .

Belanja Khusuls! Kesenian / Kebudavaari_/ Keagamaan
Belanja Modal ’Il‘umbuhan/ Tanaman

E'S

Belanja Modal Lamnya

1) -‘Penerimaan Pembiayaan
‘7‘ SILPA Tahun SebehLm'nya

' 3) Pencairan Dana Cadangan

a. Hasil Penjualan ﬁ{ekayaan Desa yang Dipisahkan
b. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan .
C. Pengﬁmaan 'Pemt{:iayaan Lainnya i
.d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya :
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e Pengelﬁaran Pembiayaan . i
. Pembentukan Dana CadanganPenyeritaan Modai besa '
E. Peglgeluara.n Pem':biayaan Lainnya
_4) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. .
Angparan kegiatan digunakan amtara lain umtuk belanja .
. bai'ang/jasa berufqa pelatihan yang diselenggaraken di desa |
ataupun pengiririian Peserta Pelatthan kepada Lembags
Pemerintah dan ! Non Pemerintah berbadan huwkum serta
.l ﬁenvelencroara felah memilild -sertifikar Managemert Of Training
(MOT) dan Narasur[nber telah memiliki Training Of Trainer (TOT).. .
.se'aap bentuk kegt atan tersebut diatas dnkoordmasﬂ{a.n kepada ) ‘

‘ _‘ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

' .
B. Bidang Pembangunan Desa

. L 8 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana Desa

v
gk

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
>+ .  ‘'sarana dan prasarana lingkungau pemukiman, antara lain:

1) Pembangunan . dan/atau perbaikan rumah -
untuk Wargag miskin; . :

2) Penerangan lingkungan pemukiman,;

3) Pedestrian;

4) Drainase;

S} Tandon air bermh atau penampung air hujan bersama;

6) Pipanisasi 1!1ntuk mendukung distribusi air bersih ke
rumsah penduduk

7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8) Sumur resagan; '-
9) Selokan; |

10) Tempdt pembuangan sampah;

11) Gerobak sa.m:pah;

12) Kendaraan nénganzkut sampah;

13) Mesin pengolah sampah; dan o '
14) Sarana . prasarana lingkungan pemukiman lainnya

kX oY N Y e
T Tl

° s yang sesuai| dengan kewenangan Desa dan diputuskan
Lo ' dalam musyawarah Desa.
b Pengadaan, ‘ pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulaua.n da.n
kawasan DAS;

2. Tambatan pe“rahu ;

' N . .. -
‘ I . ‘ |
Y -
I AT
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.- 3. Dermaga Apung; ;
'! 4. Tambat Ap{mg( Bouyj; :
.5. jalan Pemukiman
. 6. jalan Desafantara permukiman ke wilayah pertanian;
| ‘ 7. Jalan Poros Desa;
I 8. Jalan Desal.', Antara Pemukiman ke Lokasi Wisata;
9.

Jembatan }l)esa;
10. Gorong-Gorong
11, Terminal ];'.)'esa; dan

- feoe o 'sararia"].lurasara.ﬁ? transportasi - lamnya yarig sesuai ..
dengan kewena.ngan Desa dan diputuskan dalam:
musyawarah Desa.

—— ol
A S e

. Pengadaan, : pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan [sarana dan prasarana energi, antara lain:

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
Pembangkit listrik tenaga diesel;
Pembangklt listrik tenaga matahari;
Pembangkl?: Listrik Tenaga Angin;
Jaringan distribusi tenaga listrik;

N s
o

TR T
AR NI

‘.
e

Losid Z
LT
LT

AN,
Ay Bt

Instalasi Biiogas;
Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);dan

XN A LN

Sarana . prasarana energi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah ...
Desa; - :

d.. Pengadaan, | pembangunan, pemanfaatan dar
pemeliharaan | sarana dan prasarana informasi dan
komunikasi, '1ta.ra lain:

1. Jaringan mtemet untuk warga Desa
Website Dega,

Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
Radio Single Side Band (SSB); dan

Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

2 Pemngkatan Kua'.htas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial -
* Dasar.

o kLN

a. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasara.na kesehatan, antara lain:

1. Air bersih berskala Desa;
T2, Jambamsasil,
3. Mandi, cuct, kakus (MCK);
4. Mobil/ kapa‘i motor untuk ambulance Desa; .
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5., Alat bantl.. ‘penyandang disabilitas;

6 Dd‘ldi ptﬂlgc'bal'all, :' . e ST .
7. Posya.ndu, : : Lo .
. 8. Poskesdes/polindes; : .
'9. Posbinduy,;

10 Tikar pertlumbuhan { alat ukur tinggi badan untuk bayi)
sebagai media deteksi dini stunting

11. Kampanye| Desa bebas BAB sembarangan (BABS); dan

12, Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengsn
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah . ..
Desa.

~ b. Pengadaan, per bangunan, pengembangan dan pemeliharaan - .
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

i. Taman bacaan masyarakat;

2. Bangunan| PAUD bagi Desa yang belum ada gedung '
PAUD; '

Buku dan| peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini

lainnya; e

Wahana permaman anak di Pendidikan Anak Usia D:m,
" Taman bel.la_]ar keagamaan;

w

~Y

Sarana dan Prasarana bermain dan kreatifitas anak:
Pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa,
Bangunan perpusfakaan Desa;
Buku /bah.%m bacaan;
~ 10. Balai pelatihan /kegiatan belajar masyarakat;

11. Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

12. Film dokurﬁenter;

13. Peralatan lléeseniar} dan Kebudayaan;

14. Pembuatan galeri atau museum Desa;

'15. Pengadaam media kcmuruka51, informasi dan edukasi
(KIE) terkeut hak anak; gizi, dan kesehatan ibu dan anak
serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksn di Desa,;

© 0N o R

-y

16. Sarana daln Prasarana perjalanan anak ked an dari
sekolah yang aman bagi anak; dan

17. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lairmnys
yang sesual dengan kewenangan Desa dan dlputuskan
dalam musvawara.h desa.

3 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemehharaan.
' sarana prasara.na usa.ha ekornormi Desa ! :

--:‘ . : H . |
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a) Pengadaan, pelpbangunan, pengembangan dan pemehharaan
sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan

usaha pertanian berskala produktxf yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Desa |‘d&m/ atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain: -

00N O U W

|l
N = O

—
()

14,
'15.
16.

17,

o~

is.
19.
20.
21.
22.

o~

A

24,
.29,

bendungan||berskala kecil;

pembanguna_n atau perbaikan embung;
irigasi Desa,

percetakan]lahan pertaman

kolam ikan;

kapa.l penangkap ikan;

ternpat pendaratan kapal penangkap ikan;
tambak garam,

kandang terna.k

. mesin paka“n ternak;
. Mesin Penetas Telur;

. gudang

penyimpana.n sarana produksi pertanian

(saprotan); dan

. Pengenngan hasil pertaman (lantai jemur gabah, Jagung,

kopi, coklatl dan kopra);

Embung Desa, '

Gudang pendmgm (gold storage);

Sarana Buc;daya ikan (Benih,Pakan, Obat, Jaring , Pancing
dan Perangkap }

Alat Bantu| penangkapan ikan ramah hngkungan (bagan‘

Jaring, panciig, dan perangkap);

Alat bantu penangkap ikan (rumpon dan iampuj
Keramba jafing Apung;

Keranjang Ikan

Alat Tunbang dan ukur hasil tangkap;

Alat Reprod'ukeu Es;

uuaa.ng Lesa [r'enylmpanan Komuditas Perkebunan dan

Perikanan- “

Tempat PenJemuran Ikan;

Sarana dan Prasarana Produk31 dan Pengelolahan hasil
Pertanian lamnya sesuai dengan kewenagan desa dan

d]_p‘l__f nskan|dalam musyawarah desa,

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

. sarrna-
ketahanan pargan dan usaha pertanian yang difokuskan

dar- prasara.na pengolahan hasil pertanian untuk

kepada pemberﬁtukan dan pengembangan produk unggulan
ctesa dan/atau |proc1u.1c ungguian kawasan perdesaan, antara

ﬁ@@?

P‘S"

-hasil per{:aruan

I
keran_]ang lkan

alat nmba.ng dan ukur hasﬂ tangkapan

aiat produlEs: es;

gudang Dnsa (pnrmmﬂanan komoditas perkebunan
dan penka{lan)

tempat penjemuran ilkkan; dan

sarana dan prasarana produksi dan' pengolahml
: lainnya yang sesua1 dengan
kewenangan Nesa dan diputy v.ka*n dalam
musyawarah Desa.
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c} . Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

P@ﬂ@@PPPP

‘'sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil

® NG AWM

VRN D s WD

i
e

. pemeliharaan.sarana dan prasarana jasa serta usaha

industri kecfl dan/atau industri rumahan yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk u.‘nggulan Desa dan/atau produk, unggulan

kawasan perdesaan, antara lain:

mesin, 1ah1t.!

perala‘tan bengkel kendaraamn bermotor;

mesin peneﬁung ikan;

mesin penepung ketela polhon;

mesin bubut untuk mebeler;

mesin papkagzng kemasan;

roaster kopl _ .
mesin perceltakan; S 5 .,
bioskop mini; ' -
10. alat pengolahan hasil penkanan

11. docking kapal (perbengkelan perahu dam mesin); dan

dan/atau mdustn rumahan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

- Desa.

Pengadaan, emoangu_nan pemanfaatan dan
permneliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang

- difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggula m Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

.- pasar Desa: . |

pasar sayur;|
pasar hewan;:
tempat pelelangan ikan;
toko online; '
gudang barang;
tempat pemasiaran ikan; dan _
sarana dan ‘prasarana pemasaran lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunm, pémanfaatan dan
- pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata,
"antara lain: !

raang gand 'ian/ atau toilet;
pergola;
gazebo, .
lampu taman;
pagar pembatas;
pondok wisat."é.‘ (homestay);
. panggung kesenian /pertunjukan;
kios cerideramata;
pusat Ja_]anaﬂ kuliner;
tempat ibad
. ‘menara pand:lang (viewing deck);
gapura identitas;

|
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" &) pembangunan talud;
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13. wahana 1:|.ermaj1_1an anak;

14, wahana flyermamen outhound;

15.  taman rekreasi, . )
16. tempat penjualan tiket; I
17. angkutan wisata;:

18. tracking wisata mangrove;

19. peralatan wisata snorkeling dan diving;

20. papan m'{terpretam
'21. sarana dan prasarana kebersihan;

22. pembqatah.n media promosi (brosur, leaflet, audio
visuay; |
23. internet corner, dan

24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainniya ysng.

- . sesua dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

I
Pengadaari, | pembangunan, pemanfaatan dan
pemehharaan' sarana dan prasarana Teknologi Tepat
Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan

‘kepada pe‘mben’rukr-m dan pengembangan produk
“unggulan De:sa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan, antara lain:

1. penggilingan padi;

2. peraut kel%,lpa;

3. penepung biji—bijian

4. pencacah pakan ternak;

5. mesin sangra1 kopi;

6 pemotong/]penglns buah dan sayuran;
7

o D

- 8. traktor mini;
9

desalinasi {.'air laut;

" 10. pengolahan limbah sarnpah
" 11 kolam budldaya
12, mesin pembuat es dari air laut (slwrry ice); dan
~ 13.sarana dan prasarana lainnya yeng sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam,
musyawarah Desa. , U

g) Pengadaan, :pembangunan, pengembangan dan
-pemeliharaan| sarana prasarana untuk pelestarian

lingkungan hidup antara lain:

~ 1) pembuatan terasering;
-2) kolam untl.:1k mata air;
" 3) plesengan sungai;
| 4) pencegahanﬁ kebakaran hutan;

5) pencegahan abrasi pantai;

7) papan info{!-masi lingkungan hidup;
8) pemulihan 'stock ikan (restocking) lokal; | >
9) rehabilitas1 kawasan mangrove; '} Coy o
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|

|

1

10‘ Nnananaman ba'lrnn dan |
|

) per
. 11) sarana Prasarana untuk pelestarian ' lingkungan
Do T “»hidup lafanya yang sesuai dengan kewenangari Desa

dan diputdskan dalam musyawarah Desa.

h) Pengadaan, | pembangunan, pengembangan  dan
o pemehharaa.n sarana prasarana untuk
penanggulan'.gan bencana alam dan/atau: kejadian

luar biasa lainnya yang meliputi:
1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana.
gunung berap1,
3) pembangunan gedung pengungsian; R
. 4) pembers:han hngkungan pérumahan yang terkena:
bencana &lam; SRR
5) rehabﬂltalsrl dan rekonstruks:l lingkungan,
perumahan yang terkena bencana alam;
6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
'7)} P3K untuk bencana;
8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
'9) sarana pILasarana untuk penanggulangan bencana

yang 131m1ya sesuai dengan kewenangan Desa dan
dlputuskcsln dalam musyawarah Desa.

.- Bideamg Pcmbmaan Kemasyarakatan Desa

Bidang pl|emb1naan kemasyarakatan berisi sub mdang_,
dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran
masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung . .
proses pamhangunan desa yang mencakup:

a. Sub B1dang| Ketentraman, Ketertiban Umum dan:.
. Perlindungan Masyara.kat :

1. Pengadaanly Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa. _
(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal, .
ronda/ pauulpl. Dhj s

(93]

2. Penguatan|! dan Peningkatan Kapasitas Tenaga .
Keamanan{Ketertlban oleh  Pemerintsh Dess - - .
(Satlinmas|d=sa)

3. Koordinasil Pemhinaan Ketentrama an, Keterbhan dan

Perlmdungan Masyarakat (derigan
masyarakat /instansi pemerintah daerah,dl]) Ska Lokal
Desa

4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal. .
- Desa S .

5. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyara.l{at _

- Miskin |

6. Pelanhan/ I-"enyuluha.n/ Sosialisasi kepada Masyrakat di

o~ am Darealae~ Ay .-wn-u-.-.'l-ﬁ+

utdcu.:.s J..ll.l}\ulll dCL-LJ. L4 J...L.L.I.LLLL.I..LEG..LI. .lV a-‘.':_y .

- 7. Lain-lain keglatan sub bidang ketentrmnan ketertiban
' "umum dan? pe*hndungan Masyarakat]|
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. : |
b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |

L 52
i iy e
S Lax e =

o

1. Pembinaan Grup Kesenian dan Ke‘bddayaan Tingkat

Desa I

e i S 2
e TR T
G T T
3 st

i 2. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan
| o : Kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan -
. ; . dan Klabupmcu )
B 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, -~
e Adat/*Kebudayaan dan Keagammaan  (Perayaamn hari
i kemerdekaan hari besar keagamaan, dIlj t:ngkat MR
Desa | e
24 4. Pemeliharaan. Sarana dan Prasarans:
L 'Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa,
- " 5. Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan
‘Keagaimaan ..
;2: c. Sub B1dar|g Kepermmudaan dan Qlah Raga
1. Pengn?ma.n Kontingen: Kepemudaan dan Olah Raga
sebagal Wakil - Desa ditingkat Kecamatan dan
Kabu;raten
2. Penyelenggaraan Pelatihan - kepemudaan 5
(Kepemudaan penyadaraan wawasan i
kebang vsaa.n ,dll) tingkat desa o
k- 3. . Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan
. Olah li%’aga Tingkat Desa
¥ . 4 Pemelihuraan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
' dan Olah Raga Miiik Desa.
5. . Pemba.ngunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan Olah Raga Milik Desa
i 6. ‘Pembmaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub
- Olah Raga oo
| . 7. Lain- lam kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah
& : : Raga ||
' 'g.:‘ d. Sub Bidang'Kelembagaan Masyarakat
g‘;\ ) . . ‘
1 : - 1. Pembinaan Lembaga Adat
I ST 2. Pembmaan LKMD/LPM/LFMD - . -
1 3. Pernbma?n PKK : ’ . -
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
: 5. Lain- la.m kegiatan Sub Bidang Kelembagaan
_ Kemasya.:l'akatan
E 4. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyaraiat
: :,_F Desa - ) !
4 .

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar

T

QRIS SR E
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i. pengeloiigm kegiatan pelayanan kesehara
_ masyara}cat, antara lain:
1. pelatihan pengelolaan air minum;
2. pelayanan kesehatan lingkungan; _
3. .bantuan insentif untuk kader PAUD, kader
' posyandu dan kader pembangunan manusia .
(KPM); . S
4, alat/bantu penyandang disabilitas; _
5. -Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarang:
' yang ramah terhadap anak penyandang;
: disa’lbilitas; e
6. péz_ns;antauan . pertumbuhan  dan penyediagm

10.

| 11.
12
13.
14.
15.
16.

17.
18.

- makanan sehat untuk peningkatan pizi bagi-
. balita dan anak sekolah; *

Jiwa;

kam|panye dan promosi . hak-hak anak,.
ketrampilan pengasuhan anak dan
perl:'lt'ndungan Anak serta pencegahan

i .
Ll T am o = | *
pe.klawm.._- arnalc

kax;;iamye dan promosi gerakan makan ikan;
sosi%lisasi gerakan aman pangan;
praktek atau demo pemberian makanan bagi

bayi| dan anak (PMBA), stimulasi tumbuk
kemban, PHBS, dan lain lain di layanan: =~
kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu,
BKB, PKK, dll); : ‘

f N Ce
penéﬂolam balai pengobatan Desa dan sile
persalinan;

p'elatj::ihan pengembangan apotek ]:u'dup Desa.
.dan produk hotikultura; -

pera\fvaatan kesehatan dan/atau pendampingan
unt'u{k ibu . hamil, nifas dan TMERYUS,
keluarganya dalam merawat anak dan. lansia;

penghatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);

pendrlampmgan pasca persalinan, kunjungan
.njfasi, dan kunjungan neonatal; -

pendz-:\!mpingan untuk pemberian imunisasi,
sﬁmul,lasi perkembangan anak, peran ayah

dalanl; pengasuhan, dli; L
sosialisasi dan kampanye imunisasi; '
kampanye dan promosi perilaku hidup bersikh

dan §ehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan.
penyakit seperti diare, penyakit menular,

penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis,

hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan
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19. .sosialisasi dan promosi keluargal berencana
serta {esehatan reproduksi di nngkat Desa;

20. kam ‘an ye kependudukan, keluarga berencana.

. dan pembangunan keluarga, 5

21l.pelatihen  pengelolaan kapasitas kelompok_: IRt
Usaha| Peningl.atan Pendapatan Keluarga.-

Sej ahtera {UPPKS);

22.peningkatan peran mitra Desa dalam WL
Pengelolaan pengembangan ket pilan

kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;

23 pcﬁselolamL Kegiatan rehabilitasi bagi
penyandang disabilitas; :

24 pelat:hlan kader kesehatan masyarakat untuk -
‘gizi, Ikesehatan air  bersih, sanitasi,

penga-*uhan a.nal-c stimulasi, pola konsumsi.
Hz:rn 'lamnya

|

£ 25 pelauhan . kader um:uk melakukan'

pendampmgan dalarmnm memberi ASI, pembuatan
makanan pendampmg ASI, stimulasi anak, cara
menggosok g:Lg1, dan cuci tangan pakai sabun
untuk,|1000 hari pertama kehidupan;

26.pelatilan  kader kependudukan, keluarga

berencana dan pembangunan keluarga;
27. pelatlhan - hak-hak anak, ketrampilar

I~ A A A
pengasu‘zan anak dan perlindungan Anak;

' 28.pelatlhtlan Kader Keamanan Pangan Desa;

29.sosiali 5a31 keamanan pangan kepada
__ masya{rakat dan pelaku usaha pangan;

SO.penyulul.man kesehatan dampak penggunaan
: kompresor dalam penangkapan ikan dan

31 keg1atan pengelolaan pelayanan kesehatan
masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan }
kewenangan Desa dan dlpumskan dalam

musyay warah Desa.

. b.pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dam.

kebu'dayaan antara lain:

1. banuian insentif guru/ pembma"r.

PAUD /TK/TPA/ TKA/TPQ/guru taman belajar
keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator
pusa'i: kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

2. nenvelenggaraan pengembangan anak usia.

dini secara holistik integratif (PAUD HI);

3. penyelenggaraankelas pengasu.han i/ parenting

bagi c?rangtua anak usia 0-2 ta.hun, :
4. pembﬁlayaan pelatihan guru PAUD
tentang konvergensi pencegahm stunting
di Desa,

1
|
!
i

E Ve

s S
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5: pel tihan untuk kader pembangunan manuma
(Ing\

e 2
TR TITN Y -
- G T

6. pe |yu1uhan manfaat data kependudukan bagi
ka

AP AN

er pembangunan Desa;

L,
ARl
T

i 14 7. ‘pe.l.:jmhan keterampilan nerli:ndu_ngan anak

ﬁ : ’ ' dan  Kketerampilan kerja bagi remaja yang
;Q : akd'n memasulki dunia Kerja; )
? i _ 8. pelatthan dan penyelengaraan kursus. sem 3
%W’ L o ' budaya; i
1 “” ' 9. banltuan pemberdayaan ‘bidang seni, budaya,-r
o  -hgama, olahraga, dan pendidikan nom formal-

% ' lajru;ya, N

'i 10. pelauhan pembuatan film dokumenter;

ahs, pembuatan dan penggunaan mediza;, .
bloé dan internet (film, foto, tulisan, viog, dan; Sl

media lainn 1ya)

e
s

T el

11. pelr!:!mhan dan KIE tentang pencegah’an
perkawinan anak;

12. pelahhan dan KIE tentang pencegahan dan
penanganan kekerasan pada perempuan dan
anak, termasuk tindak pidana, perdagangan
‘orang;

13. banltuan pendampingan kepada anak tldalc
' sekolah (ATS) bagi warga miskin;

R . S 14, pembenan bantuan peralatan pendld:ika:n'

' sebelum anak diterima di satuan pmd:ld.lkan L
bagt warga miskin;

15. pen‘!tbenan bantuan biaya penchdﬂm 1mk s
anak dari keluarga tidak mampu, n-nmma'l Howoo
Jen_l-ang pendldﬂcan menengah; : S

16.. perl berian bantuan biaya pendidikan unmk
. anak berkebutuhan khusus;

17. penyelenggaraan pendidikan keluarga ‘dan e
: penguatan parenting bagi orang tua yang . .7
memiliki anak usia sekolah;

18. pelaltihan menenun/membatik denggn,. ...
F _ o _ menggunakan warna a.lam, motif-rnotf yang
B ‘ sudah ada dan/atau ' diciptakan sendln
| A B S dan(atau sesuai tren;
'19. - pelatlhan Pembuatan produk/karya kreatif
yang merupakan keunikan /ke- khas-an Desa
tersebut sesuai kebutuhan pasar;

20. pelatxhan alat musik khas daerah setempat
atau modern.

21. pela an penggunasmn perangkart produkm
, ; _ , bara#ng/_]asa kreatif, seperti mesin jahit, alat
T . o _ ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;




et |

L
B e G I

31 3
22. pelatlhan kepada pelaku eko:nomi kreatif
" ' untulc berpromosi baik di media online atau
\ Lo ‘ o_ﬁ'lz*ne, |
: 23. pe].c!.tlhan pelaku -ekonorni kreatif pemula bagi
masyarakat Desa;

24, pelal.tthan cara konservasi produk/karya
xﬂ'eatl.it bagl para pelaku kreatif, misainya cara.
pendokumentaman melalui tulisan dan visual;

25. pelatlhan pengelolasn keuangan sederhana -
daldm mengakses permodalan baik di bank
h_dan” non-bank;

5-'; : B 26. pendldjkan keterampilan non-formal berbams_ e
' ‘ potens1 Desa; ’

e e een”

.

patey

PR Ry

i

T

27. penmdzkan/pelathan konservasi sumberdaya
pem}su', dan

28. keglatan pengelolaan  pendidikan dan-
kebudayaan lainnya yang. sesuai dengan .
B kewgenangan Desa dan diputuskan dalam

_ musyawarah 'Desa.. :

3 2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkam .

; ; kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang

i tersedia - o

s : a.pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara
i - lain: AR
4 j’ 1. pengellolaan sampah berskala rumah tanggs;

N

pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

: - 3. pengelolaan lingkungan pemukiman ldm.nya
f yvang | sesuai dengan kewenangan Desa dan
f & diputtilskan dalam musyawarah Desa.
b.pengelola}.';em transportasi Desa, antara lain:

E 1. pen‘ge%olaan terminal Desa; '

e '\

E 2. pengc?lolaan tambatan perahu; dan

3. pengelolaantransportas:m lainnya yang sesuai )
denga_n kewenangan Desa yang diputuskan.
dalam musyawarah Desa. “

N R AN oy gy ey

ALy e T . ey e T F 7
AR Faeh e =

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:. o,
1. pen,q,olahan imbah peternakan untuk erergi
b1ogas .o

2. .pembll.tatain bioethanol dari ubi kayu;

3. pengqlahan minyak goreng bekas menjadi
b10d1esel

4, penge olaan pembangkit listrik tenaga angin;
5. penge. olaan energi tenaga matahan,
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6 pelauhan pemanfaatan energi tenaga matahan
dan

7. pengembangan energi terbarukan lamnya yang
sesueu dengan kewenangan ' Desa -dan
dlputuskan dalam musyawarah Desa.

d.pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

1.sistem|informasi Desa,;
2.website Desa;
3.radio klomunitas

4. nengelolaan sistem informasi pencatatan hasil -
tahgkapan ikan; dan

5.pengelolaan informasi dan komunikasi lamnya
yang| sesuai dengan kewenangan Desa dan . -
diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3. Pengelolaan usaha ekonomm  produkti. serta
pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produxsi dan hasil produksi usaha

pertaxnaxul untuk ketahanan pangan dan usaha
Dertaman vang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/ atat produk unggulan kawasan perdesaan,

ahtara ls'un

1. perbenihan tanaman pangan;
2. pembibitan tanaman keras;
3. pengadaan pupuk;
-4, pem'benjhan ikan air tgwar;
5. pengelolaan usaha hutan Desa;
. 6. pevgelolaan usaha hutan sosial;
7. pengadaan b1b1t/mduk ternak;
8. msep:unam buatan;
9. penéadaan pakan ternak;
10. tep‘lfng tapioka;
11. kenipuk;
12. keripik jamur;
13. kenplk jagung;
14, 1kan| asin;
S. abomn sapi
16. SuS‘I.EI sapi;
17. kop1,
18. .coklat
19. ka.relt '
20, ola.h’an ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi,
ikan)| asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan
abony}; .
21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol nori, |

pcrmen, kosmetik, karagenan dll);
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22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik,

permen, dll); |

- 23. pt%:laﬁhan pembibitan mangrové dan vegetasi e
24, pﬁlaﬁhm pembenihan ikan a@ir tawar,
. dan laut; o
25. pgxigelolaan hutan mangrove dan vegetasi . L
' -pantai (hutan cemara laut); dan

26. pengolahan produksi dan hasil produksi
pertanian  lainnya. yang sesuai dengan. % -
- kcgwcnangan Desa dan  diputuskan  dalam S
_ musyawarah Desa. _
b.pengelq:laan usaha jasa dan industri kecil yarg
difokusﬁkan kepada = pembentukan dan
pengen}bangan produk unggulan Desa dam/atan

predulkungaulan kawasan perdesaan, antara lain:
. .meubelair kayu dan rotan,

alatialat tfumah tangga; -

- paka!nan jiadi/konveksi kKerajinan tangan;

kain| 'ténun; '

1~:ainI batik; _

beng]f:kel kendaraan bermotor;

pedeﬁgang di pasar;

VPN QN

peda;gang pengepul;
pelatlihan pengelolaan docking kapal;

10.pela1;.|1’han pengelolaan kemitraan usaha
pen'lﬁanan tangkap;

1 1.pe1at|ihan pemasaran peﬁ'kanan; dan "
12.peng§elolaan jasa dan industri kecil lainnya yang.

sesug%u‘ dengan kewenangan Desz dagn -

diputluskan dalam musyawarah Desa.

c. pénd.iriax[-:i dan pengembangan BUMDesa dan/ataw

BUMDesﬁa Bersama, antara lain: RIS

i
Berse[qma;
2. penyertaan modal DBUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama;
I

3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau
BUM]{Zi)esa Bersama; dan

4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan /atau
'BUMTﬁ)esa Bersama lainnya yang sesual dengan
kewel}mgan Desa diputuskan dalam
musyawarah Desa. ! .

|
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d.pmgem;})angan usaha  BUMDesa dan/atau
BUMDzisa Bersama yang difokulskan kepada
. pembex%tukan dan  pengembangan produk
unggul.%m Desa dan/atau produk unggulan

o kawasan perdesaan, antara lain:

1. pengelolaan hutan Desa;

- ' <. e e e e e e
N ey ey o g

1

2. hutan tanaman rakyat;
3. kemit;iraan kehutanan§
4
5

2. penéelolaan hutan adat;
3, penéfelolaan air minum: , m e
(i 4. penéelolaan pariwisata Desa; Lot
i 5. Qenéolahan ikan{_pengasapan,penggaramm;dan;: :
, 3 : perebusan); .A
EJ ' 6. pengdolaan wisata hutan mangrove e
o (tracking, jelgjah mangrove dan wisata '
. edukasi);
i 7. pelatihan  sentra pembenihan mangrove dan
%J vege"t;a‘si pantai;
‘E : 8. pelatl:!ihan pembenihan ikan;:
s I
i 0. pelatl:ihan usaha pemasaran dan distribusi
if produk perikanan; damn
q. 10.prodli1k unggulan lairmya yang sesuai dengan o
kewenangan = Desa diputuskan dalam ::.
% mus:sirawarah Desa. _ a
i e.pembentukan dan pengembangsn usaha ekonoms
: masyarafkat yang difokuskan kepada pembentukan.
§ dan pengembangan produk unggulan Desa
. _ dan/ ata'u produk unggulan kawasan perdesaan,
; h o antara Ia|éu'n: ' SR
i i 'hutaxf-l kemasyarakatan; B

. pembentukan usaha ekonomd masyarakat;
. Pembentukan dan pengembangan usgha

| industri kecil dan/atau industri rumahan;

] ' 6. bantt.}an sarana produksi, distribusi dan .
] pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; .
dan : :

E

7. pemenmkan dan pengembangan usaha.
ekonclb;mi lainnya yang sesuai dengamn
kewenangan Desa dan diputuskan dalam..
musyawarah Desa. '

| o f. pemanfaa}[tan Teknologi Tepat Guna untuk
L I _kemajuarﬁt ekonomi yang difokuskan kepada
: pembentukan dan  pengembangan produk

|
nggulan,l Desa dan/atan produlk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain-

| |
| !
I 1

1

‘
1




sosialisasi TTG:

pos pelayanan tekinologi Desa (Fosyantekdes);
perco!ntohan TTG untuk:
a) produksi pertanian;

@ N

b) pengembangan sumber energi perdesaan;

| ' o c) pel:‘lgemb'angan sarana transportasi;

' j ' - o d) peﬁgembangan sarana komunikasi; dan

i | B e) pengembangan jasa dan industri kecil;.

i _ L 4. spsialisasi sitemm inforrmasi pencatatan hasil
|

tangkapan ikan; .
5. sos:lahsam sitem informasi cuaca dan iklim; dan

6. pengelmbangan dan: pemanfaatan TTG lainnya
yang | sesuai dengan kewenangan Desa dan-
dlputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengelolaan pemasaran hasil produksi ussha BUM
. L _ Desa, dan usaha ekonomi lainnya yang difolkuskan,
. kepada pembentukan dan pengembangan produk - . ..
unggulan Desa dan/atau produk unggulan -
kawasan| perdesaan, antara lain: B

1.. penyediaan informasi harga/pasar;

2. parneran hasil usaha BUM Desa, usaha
ekonomi masyarakat;

A AR # i oy, it
S oo S et st
(13e]

3. kerjasama perdagangan antar Desa;
4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
. ' dan '|

SR ' 5. 'pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa yang diputu Skan f}-’.,__ff.:‘._r,.!
dalaml musyawarah Desa. -

“:‘17. . | . ."l ) . |

£t i ok TP o T b A T A e i ST T

. | . . L
o 4.Penguatan |dan fasilitasi masyarakat Desa: -dzlzr
; ' R ke&aps;aga.m menghadapi tanggap daturat bencana:
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliptrt: -
1) penyedidan layanan informasi tentang bemcana; - :
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana;

3) pelatlhan tenaga sukarelawan untuk penanganan
: bencana,

4) pelathar|1 pengenalan potens1 bencana dan

; © e ... .- mitigasiydan : :

| 5) penguatan kesmpsmgaan masyarakat yang
lainnya sesuau dengan kewenangan Desa yang
d1putuskan dalam musyawarah Desa.! .
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-5.Pe1estan’r=|n lingkungan hidup antara ldin:

i) pem bji-bitan ponoir langka;

2) reboi'sl.'lasi; -
3) rehabilitasi lahan gambut;

4) pembte'z:rsihan daerah aliran sungai;

5) pembelrmhan daerah sekitar pantai (bersih pantai] " \

6) .pemeljflharaan hutan bakau;

7) pelaﬁlx'an rehabilitasi mangrove;

8) pg}?ﬁhlan rehabilitasi terumbu karang;
9) pelatih;an pengolahan limbah; dan

10) kegiatﬁn lainnya yan

g sesuai dengan kewenangan

: Desa ylang diputuskan dalam musyawarah Desa,
I
6. Pemberdayaan masyarakat Desa
memperku

berkeadile.:n sosial
a.mendorcén'g partisipasi = inasyarakat

- perencanaan dan pembangunan Desa yang - .
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara.’ -~

lain:

dalam:

1. pengembangan sistem informasi Desa -(SIDj‘;

2. peng!l!:mbangan pusat kemasyarakatan Desa,
mmalll Desa sehat dan/atau balai rakyat;

3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa

dan/'.latau balai rakyat; dan

4. kegiall;tan lainnya yang sesuai dengan
keweﬁmngan Desa yang diputuskan dalarn,
musylawarah Desa.

.- ~b.mengeribangkan | program ° dan
pembané,"unan Desa
mendayeggunakan
sumber daya alam

secara berkelanjutan dengan’
sumber daya manusia dan
yang ada di Desa, antara lain:

1. penyti1sunan_ arah pengembangan Desa;

2. penyll.;lsunan rancangan program /kegiatan

pembangunan Desa yang berkelanjutan;

3. penyusunan rencana

ikan

Edi Desa;

pengelolaan sumber daya

4, pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil
perik, anan,

S. peninllgkatankapasitas kelompok nelayan
“dalam pengelolaan perikanan; dan |

6. kegiatan lainnya

dan di

: I
C. MEnyusun perencanaan

dengan pi
antara la_J

. i
yang sesui kewenangan Desa

putuskan dalam mu s._‘,rs.-s.vsa-.rahI Desa,

fioritas, potensi, dan nilai kearifan
11 | -

pembangunan Desa sesuai

lokal, }
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: 5.Pelestariand lingkungan hidup antara lanﬁ.

i)
. 2)
3)
4)
5)
6)
7)
8).
9)

36

pembibitan pohoii langks, : |
reboisasi; ’ :
rehabi]i!ilzasi lahan gambut;
pembersihan daerah aliran, sungai;
pembersihan daerah sekitar pantai (bersih parntai) - |
peme]jhgraan hutan balkaug; :
pelatihan rehabilitasi mangrove;
pela_;:ﬁhah rehabilitasi teroumbu karany;

o

oty

pelatihan pengolahan limbah; dan e

10) kegiataz}" lainnya yang sesuai dengan kewenangan

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untulk

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa, .

1
|
- -h
'

1
et

memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dapm -. - ,
berkeadilan| sosial -

a. mendoroqg partisipasi masyarakszat dalam
. perencanaan dan perbangunan Desa yang
- dilaksanakan secira swakelola oleh Desa, antara
lain: ' ‘ '
|

—

pengembangan sistern informasi Desa {SIDY);

.- pengembangan pusat kemasyarakatari Desa,

[|

r*umahi Desa sehat dan/atau balai rakyat;

- Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa

dan/atau balai rakyat; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan

It

kewenangan Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b.mengemba:ngkan program dan kegiatan
pembangu'pan Desa. secara berkelanjutan dengan
mendayaghnakan sumber daya manusia -dan
‘sumber déya alam yang ada di Desa, antara lain:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

penyusfunan arah pengembangan Desa;

penyusunan rancangan program/ kegiatan

pembalngunan Desa yang berkelanjutan; N .
penyusunan rencana pengelolaan sumber daya .. .
ikan di Desa; e
péngelolaan sistem informasi pencatatan hasil

perikaxé}an; R

peningkatankapasitas kelompok nelayan
dalam pengelolaan perikanan; dan

: kegiata:l'!l lainnya yang sesui kewenangan Desa

dan dip‘iltuskan dalam musyawargh Desa.

C.menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuzi
dengan prit:;:nritas, potensi, dan nilai kearifan lokal,

antara lain‘

'
.

. 1
'
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%

. Pendataan potensi dan aset De-saj "

Peny .{sune_q profil Desa/data Dasa; o

. Penyusunan peta aset Desa; : S

.Penyulsunan data ‘untuk pengisian aplikasi . .
| ‘ :

: : sisten:% perencanaan, penganggaran, amalisis,

dan evaluasi kemiskingn terpadu; oo L
|

:ls(a;)!Ob—l

o

Pukungan penetapan IDM;

Penyuls.unan peta Desa rawan bencana; dan

o .. 7. chiat[zlan lainnya yang sesuai kewenangan Desa;
- I yarg diputuskan dalam musyawarah Desa.

i A e T st B ey e A T by S i pmiin | saionn gy, b
G

d.Menyusun perencanaan dan penganggaran jfang
h berpihak | epada kepentingan warga miskin, warga

L om o g e,

disabilitas, pcrempuan, anak, dan kclompok
| .

o e e

marginal, !antara lain:

1. sosialisasi penggunasm dana Desa;

2. penyeenggaraan musyawarah kelompol: warga

mislci1'1, warga disabilitas, perempuan, anak,;fii
dan kelompok marginal; R

3. pembentukan dan pengembangan Forum. Anak:: .
Desa | sebagai pusat kemasyarakatan dan
wadah' partisipasi bagi anaik-anak di Desa;

4. rembug stunting di Desa; '

f I 5. rembuf!g anak Desa khusus  sebagai

i o _ bagian dari musrenbangdes;
1 T 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai
/N bagian| dari musrenbangdes;

7. penyusunanusulan kelompok warga
rmskm", warga disabilitas, peremmpuan, anak, -
dan ke?ompok marginal; dan

8. sosialisasi tentang kependudukan bagi
kelompok masyarakat dan keluarga;

9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

e e p e

IOTpenda{ penduduk rentan (misalmyn anak
dengan kebutuhan khusus, kepala rumah
tangga| perempuan, dan sebagainya) sebagai - - PR
dasar | pelaksanaan kegiatan yang bersifat. AR
afirmasi; ' LR T

o S 11.pelatihar. perencanaan dan penganggeran yang

S ' responsif gender bagi fasilitator Desa; ’

|
, 12.kegiata11:1 lainniya yang sesuai dengan! ,
, : kewena”ngan Desa yang diputuskan dalam -

. musyawarah Desa. ' )

CIER
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akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan

=

dan perﬁberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem administrasi keuangan
dan aset Desa berbasis data digital;

. 2. pengembangar, laporan keuangan dan aset

Dese{! yang terbuka untuk publik;

3. pengembangan sistemn informasi Desg yang

berbasis masyarakat; dan

4. kegia{tan lainnya yang sesuai

Ig_ewenangan Desa yang diputu

fnusﬁawarah Desa.

dengan |

LY
swan dalam

f. mendorol"'ng partisipasi masyarakat:  dalam:
penyusulilan kebijakan Desa yang dilakukan
melalui musyawarah Desa, antara lain:

1. penyebarfuasan informasi kepada masyaralkat

Desa| perihal hal- hal strategis yemg al

dibahi;as dalam Musyawarah Desa;

2, penyejllenggaram musyawarah Desa; dan

W

b .
musyawarah Desa.

. kegiat}an lainoya . yeng  sesuai i
ke angan Desa yang diputuskan dalam

dengan

(rq
=
®,
:
:
¢
:
;
|
:
:
;
&
;

1.Pe1aﬁha}:n kader/pendamping forum anak (atau
; hak analk,
keh'aml.?:ilan - memfasilitasi anak, dan

kelompok anak lainnya) terkait

pengorganisasian. .

2.Pe1atihalrl1 anggota forum anak terkait hak anak,
~ data dam:'sar Desa, aset Desa, pengorganisasian,
jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

3.Advokasli pemenuhan hak anak, perempuan,
difabel warga miskin dan masyarakat marginal

terhadap akses administrasi kependudukzm dan

catatan |sipil;

4.Penh1gk§%.tan kapasitas kelompok
pembudidaya ikan, petambak garam,

ikan, dax'l1 Pemasar ikan; dan

5.Kegiatan(i Pendampingan masyarakat Desa
Jlainnya  yang sesuai dengan kewenangan Desg

n | >

dan diputuskan dalam musyawarah

I

Diesa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan
kapasitas %umber daya manusia masyar
untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi

akat Desa

e meﬁgémbangka:l . sistem tranSparanm dan ..
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i. Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan.
pengeml:.:angan produk: unggulan Desa dan/atan
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, . perikanan,
perkebunan, industri kecil dan perdagangary; .
2. pelatihan industri rumahan; S
pelatihan teknologi tepat guna; ' S
pelatihan kerja dan keterampilan bagi
masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; -
Pelatihan pemandu Wisata;
Interpretasi wisata;
Pelatihan Bahasa Asing;
Pelatihan Digitalisasi;

- Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;

10.Pelatthan sadar wisata dan pembentukan

» 'kelonipok sadar wisata/Pokdarwis;

11.Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;

: o 12.Pelatihan  penanganan  penggunaan . alat

f ' _ tangkap ramah lingkungamn; L

: ' . . 13 -Pelatihan pengemasan ikan /produk ikan;

14.Pe1atilllan teknik pemasaran online; R

15.Pe1aﬁl';xan pembuatan rencana usaha perikanar;

da.r.l | . v

16.kegiat'én peningkatan kapasitas lainnya umiuk = o e
mendulung pembentukan dan pengembangan -7 -
produk wunggulin Desa dan/atau produk

unggulllan kawasan perdesaan yvang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalamlmusyawarah Desa.

CONOU AW

T b

s g o

. melalmkap pengawasan dan pPemantauan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembanglinan Desa yang dilakukan secara -
partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

. | . .
1. pemantauan berbasis komunitas; ,
I e .
a.udii.: Lerbasis kornunitas; ATt
pengtémbangah unit pengaduan di Desa;

pengembangan bantuan hukum dan paralegal
Desa!‘untuk penyelesaian masalah secara
mandiri oleh Desa; '

s W

“

penge!embangan kapasitas paralegal Desa;

o

| :
peny?lenggaraanmu syawarah Desa untuk
perta?ggunawaban dan serah terima hasil
pembangunan Desa; dan

7. kegia|1|ian lainnya vyang sesuai dengan
kewezlla.ngan Desa yang diputuskan dalam .
musyawarah Desa. i




40

C. BIDARG TANGGAP DARURAT DAN BENCANA ALAM
Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa
bumi, tsunami, gunung I meletus,banjir, kekeringan,dan tanah
longsor.Bencana alam baglmasyaraka‘r Desa bukanlah. peristiwa yang
mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam

- | dilakukan keglata.n tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk
membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ke*ea‘u&m.

sebagai berikut:
1. Jenis Keg1atan Ta.nggap Darurat yang dapat dibiayai. melalm
APBDes: e
a. Keadaan Bencana S L :-5 ~ .

1. Pengorgamsalman Kelompox Masyaraxat untuk penyelamatan
"2 Pelatihan Ket1eremp11an raska bencana
b. Keadaan l?arurat
1. Menyediakan MCK komurnal sederhana
2. Pelayarnian Kesehatan
3. Menyla,:pkan Lokasi Pengungsian
4

Menyedlakan Obat-Obatan selama dipengungsia,
sepertl | analgesic, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak .
1. Memlberikan pertolongan pertama

PR cot Meimberikan pertolongan : yang harus segera A
- ' . dJlakukan Kepada Korban sebelum ketempat ' :
ruJukan(Puskesmas, Rumah Salkit atau fasilitgs,
kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: -

- PeIL!alatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP,

2. Penyedlaan penampungan sementara (Pos
rcﬂgu"lgalcux / !Shelter
Menyed1akan lokasi aman sebagal lokaS‘l
pengungs1a.n dan
menylapkan peralatan mendesak dalam kondisi
- darurat di lokasi pengungsian.

3, Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan
untuk korban bencana alam.

4. Peny!ediaan MCK darurat
Mem{redlakan lokasi MCK darurat S

5. Menyediakan air bersih dan alat penampungan, i
termasuk i
pengaturan d1$tr1busmya

S 6. Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok Ak
. - _perernpua.n ,anak - anak, bayi, balita, lansia, k:aum o
' difabel dan kelompok rentan lainnya.! '

L -,'_"

J

7. Pengamanan Lokasi j
Menylapkan dukungan keamanan lokasi terdampak
bencana .

8. Mene;'lma dan menyalurkan bantuan.
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S A Tehis Penyusunan APEDes ‘
- Dalam p-=-nyusu‘1dn APBDesa tahun anggdrsn 2015, pemermu.aa _
desd dan BPD harus memperh.atikan hal-hal’ sebagm berikut : . St
1. APBDesa dxte,‘tapkan setelah penetapan APBD kabupaten; S
2. Tahapan. dan jadwal penyusunan dan penetapan APBDes
mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
. |

T

N

|
V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bérsama BPD, setelah ditetapkan oleh kepala desa

paling lambat 3'] (Hga) hari kerja disampaikan oleh. kepala desa
- kepada bupati melaltu camat untuk dievaluasi Bupati meialui
- Dinas PMD. uan Camat: membentuk TTim Evaluasi APBDesa
dengan mehbatkan Perangkat Daerah terkait. Dalam hal
pelaksanaan evaluas1 APBDesa. Tim Evaluasi tersebut hisa . :
mengundang OPD Terkait untuk memberikan masukan ataw -
menilai apakahl APBDesa sudah sesuai dengan kewenangan -
desa atau ndak bertentangan dengan RPJM Kabupaten. e
Pembentukan Tun Evaluasi APBDesa disesuaikan dengan.
kebutuhan dan d1tetapkan melalui surat Keputusan Bupati.

A. - RUANG LINGKUP EVAiLUASI
Ruang lingkup pela.ksanaan Evaluasi, yaitu:

. 1. Aspek adm:.mstras1 vang meliputi identifikasi kelengkapan data
‘dan informasi terkaut dokumen pendukung dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas | yang meliputi identifikasi peraturan~peraturan

I g o T memim s 3wy

yaiig m&xm;uqSL PEiiyusiinail .l\cu.u.,&uga.u Peraturan Desa o
(dimaksud; | .

3. Aspek kebijakani lyang meliputi identifikasi konsistensi substansi
- dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4 Aspek substan% anggaran dalam struktur APB Desa yang
meliput pendapatan belanja dan pemb1ayaan SIS
B. EVALUASI oy , : AR
1. Persiapan Evaluasi
. Langkah -langkah yang perilu dilakukan dalam pelaksanaan
persiapan evaluasi, va1tu :
1) Pembentukan T1m Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan -
dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim

2) Pelaksanaan EvaluaSI APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
"Evaluasi APB ]Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh,

o Bupati.
" 3) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud lquruf a, terdiri .
‘ dan

' : Kepala Dmas Pemberdayaan : Masyarakat : T
a) Ketua - :-dan Desa Kabupaten Mamuju '

i

|

| -
| .

|
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b. D'okumen Evalua§L

e

42
: : Kepala Bidang .Biha Keua.nga.ti Desa pada
b) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masvarakat
e dan Prmerintahan Desa Kabupaten atau
sebutan lainnya ' :

t

b) Anggota: - |: OPD terkait

4) Segala biaya yang dibutuhksm oleh tim evaluasi dalam
melaksanakan tﬁ.lgasnya dibebarnkan pada Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. ! :

1) Dokumen Utama | '
~a) Rancangan.PeraFuran Desa tentang APB Desa yang telah
‘ disepakati bersa.lllna BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang
~ - telah disepakati bersama BPD. :

-2} Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

-a) Disampaikan olerh Desa .

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Pertyepakatan.

* Rancangan Peraturan Desa tentang APR Desa (untul evaluasi

'Rancangan Pérdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; %xtau :

- Képutushn Musyawarah BPD Pembahasan dan Pentyepakatan.

Rhncangan . Peraturan Desa tentang Perubahen APB Desa

—_ﬁiint].lk"evalt}afsi Rancangan Perdes tentang Perubaham APB .-

Pesa); * 4 .
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desal.

- Rencana Kexja:,Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

© © - Dokumen ¥ang relevan ( Perdes tentang pembentukan dana- .

. .cadangan, Per;t::les tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa
. ‘wkelayakan penyertaan modal BUMDes, dl)
? . ‘.:'.
" b) ! "'siapkan oleh T]Im Evaluasi - :
: - Pératuran B_pr%iti tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Buprf;tti tentang Daftar Kewenangan berdasarkan
hak asal-usul damn lokal berskala Desa

- Perdes tentang:Penetapan Da‘tar Kewenangan be:@;asarkan
hak asal-usul dan lokal berskala desa

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/J é.sa diDesa [
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa ' e
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Danza Desa

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
Daerah | -

- Peraturan Bupzé.ti tentang Satuan Harga Kabupgten yang
'didalamnya mengatur Standar Harga di Desaﬁgé g

.. - Peraturan Bupati tentang Lianup Pembangun‘afn Desa

B N | EN
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah | ’ ‘
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Catatan :

Pelaksanaan Evaluasi
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Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan,
yaitu: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi

dan legalitas.

1) Evaluasi admlmstram dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

berikut:

| :
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

‘b) Kepatuhan atas penya_uan informasi dalam Rancangan
. peraturan yang akfln dievaluasi;

"\—v

c) Konsistensi pengg#naan dokumen dan informasi dalam
Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancaingan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

|
. 2) Langkah-langkah evéluasi'

a) Langkah 1 : Pengl.{lmptﬂan dokumen evaluasi; .
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan

lampiran semua dolmmen.
c) Langhkah 3 : Penehtlan dan penganalisian nomor, tanggal dan

kelengkapan lamplran semua dokumen;

d} Langkah 4
tdokumen detigan|

embandlngan tanggal penyampaian semua
ketentuan yang berlaku tenta.ng batas waktu

penjampaian tokumen;
e) Langkeh 5 : Keaimpulan #&cara narasi tentang hasil langkah 1

a/d 4.

tetpenuhi sesuai
Pemerintah Desa

Jikka dari hasil pemeriksaan kelengkapan .dokumen tidak

' ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada
untuk melengkapinya selama lima belas hari

kexja, Wakty péI?ksanaan finalisasi dihitung kembali setelah
delkamen ditenn’la secara lengkap di Kabufpaten (Dinas
Pemberdayaan l\&syara.kat dan Desa). |

/1. Hal Khusus Lajnnya.

. Penekanan terhadap pelaksanaan . kegiatan yang dintamakan

dllakukan melalui swakelola, derigan memaksimalkan secara gotong
_royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas

kesempgatan kerja, dan

pemberdayaan masyarakat setempat, serta

memperhatikan kebijakan pemerintah kabupaten.

BUPATI MAMUJU




